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ABSTRAK 

 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 oleh 

UMKM X dan megetahui tingkat kepatuhan perpajakan oleh UMKM X sesuai 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Metode penelitian yang 

digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan adalah wawancara dan dokumentasi. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan UMKM X dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya dapat dikatakan tidak patuh berdasarkan kriteria 

kepatuhan yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

235/KMK.03/2003. 

 

Kata kunci: Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Peraturan 

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, Kepatuhan pajak 
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ABSTRACT 

 

This study aims to determine the implementation of Government Regulation 

Number 23 of 2018 and Government Regulation Number 55 of 2022 by MSME X 

and find out the level of tax compliance by MSME X in accordance with 

Government Regulation Number 55 of 2022. The research method used is 

descriptive qualitative with a case study approach. Data collection techniques 

carried out are interviews and documentation. The results of this study show that 

the level of compliance of MSME X in fulfilling its tax obligations can be said to 

be non-compliant based on compliance criteria set by the Decree of the Minister 

of Finance Number 235/KMK.03/2003. 

Keywords: Government Regulation Number 23 of 2018, Government 

Regulation Number 55 of 2022, Tax compliance
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara berkembang yang fokus maju di segala bidang, 

termasuk implementasi peraturan dan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk 

meningkatkan penerimaan pajak. Sektor pajak memainkan peran penting dalam 

memenuhi kebutuhan keuangan anggaran pemerintah, dengan pajak penghasilan 

menjadi jenis pajak utama yang memberikan dukungan. Pajak ini wajib bagi 

semua individu yang memperoleh penghasilan melalui sarana pekerjaan apa pun 

selama tahun pajak tertentu (Riyadi, Setiawan, Alfarago, 2021). 

Menurut perundang-undangan perpajakan Wajib Pajak (WP) terbagi menjadi 

dua yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan Wajib Pajak Badan (WP 

Badan). Wajib Pajak sering disingkat dengan sebutan WP, yaitu pelaku pembayar 

pajak baik orang pribadi maupun badan yang memiliki kewajiban untuk 

melakukan perpajakan dan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. Kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam memenuhi 

kewajiban perpajakan meliputi sebagai pemungut pajak atau pemotong pajak 

tertentu. (Menteri Keuangan Republik, 2016).  

Kepatuhan wajib pajak merupakan keadaan wajib pajak yang sadar akan 

pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal ini merupakan salah satu faktor yang 

berpengaruh dalam upaya peningkataan pendapatan pajak (Suryo, 2021). Syarat 

yang harus dipenuhi agar target penerimaan negara tercapai yaitu tingginya 

tingkat kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan dan pembayaran perpajakannya. 

Pada tahun 2018, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang mengatur 

ketentuan pajak penghasilan disebut sebagai Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2018. Tarif pajak penghasilan yang dikenakan dalam Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2018 adalah sebesar 0,5% dan bersifat final. WPOP dan WP 

Badan, termasuk koperasi, kemitraan swasta, firma, atau perseroan terbatas, dapat 

memperoleh manfaat dari tarif pajak final yang diuraikan dalam Peraturan 

Pemerintah ini, dengan syarat pendapatan kotor bisnis mereka tidak melebihi 
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Rp4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Pengusaha tertentu di sektor Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah (UMKM) cenderung memilih fasilitas pajak yang diberikan 

pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, yang 

memungkinkan untuk menggunakan tarif PPh final sebesar 0,5% dalam 

perhitungan pajak, daripada memilih tarif umum, yang digunakan untuk 

menentukan angsuran PPh Pasal 25 (Setyawan & Sukarno, 2020). 

Menurut data laporan Direktorat Jendral Pajak (DJP), target penerimaan pajak 

tahun 2018 hingga 2021 yang ditetapkan setiap tahun adalah Rp1.424,00 triliun, 

Rp1.557,56 triliun, Rp1.198,82 triliun, dan Rp1.229,60 triliun secara berturut-

turut. Namun kenyataannya, realisasi penerimaan pajak hanya berada antara 

85,56% hingga 99,83%. Kontribusi UMKM pada perekonomian sektor ini 

memberikan banyak lapangan kerja dan memiliki pengaruh besar pada Produk 

Domestik Bruto (PDB). Berdasarkan data Kominfo (31 Maret, 2022) terdapat 

64,2 juta UMKM yang berkontribusi dalam perekonomian nasional atau sebesar 

61% terhadap PDB Indonesia. Sektor tenaga kerja, UMKM menyerap sekitar 

119,6 juta orang. Hal ini menunjukan UMKM memiliki peran yang sangat besar 

dalam pemulihan ekonomi nasional. Meskipun demikian, kepatuhan pajak dari 

sektor ini masih kurang memadai (Prihastuti, Sukri, Jusmarni, Kusumastuti, 

2023). Selain itu, pandemi Covid-19 di tahun 2020 ikut memberi dampak terhadap 

perekonomian Indonesia, khususnya pelaku UMKM. Rencana pemerintah dalam 

membantu UMKM untuk bangkit di masa Pandemi Covid-19 dari sektor 

perpajakan dengan dikeluarkannya Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 

Tahun 2022.  

Pada tanggal 20 Desember 2022 pemerintah menerbitkan peraturan baru yaitu 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian beberapa 

ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan. Peraturan Pemerintah 

Nomor 55 Tahun 2022 memuat ketentuan lebih detail mengenai batas peredaran 

bruto atau omzet tidak kena pajak bagi UMKM. Peredaran bruto (omzet) 

merupakan jumlah uang hasil penjualan barang (dagangan) tertentu selama suatu 

masa jual. Uang tersebut belum dikurangi HPP dan biaya-biaya (listrik, air, gaji, 

perlengkapan dsb). Dinyatakan dalam salah satu pasal di Peraturan Pemerintah 
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Nomor 55 Tahun 2022 bahwa UMKM orang pribadi dengan omzet Rp500 juta 

dalam setahun tidak akan terkena pajak. Pasal 60 ayat (3) Peraturan Pemerintah 

Nomor 55 Tahun 2022 menyatakan omzet dari usaha yang dikenai PPh 

merupakan jumlah peredaran bruto dari usaha yang dihitung secara kumulatif 

sejak masa pajak pertama dalam suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak dengan 

jumlah kumulatif sebesar Rp 500 juta. Pemberlakuan Peraturan Pemerintah 

Nomor 55 Tahun 2022 memberikan insentif bagi UMKM. UMKM yang 

pendapatan brutonya turun di bawah Rp500 juta memenuhi syarat untuk insentif 

pajak yang membebaskan mereka dari membayar Pajak Penghasilan Final, yang 

biasanya 0,5%. Pemerintah bertujuan untuk membantu pemulihan ekonomi 

nasional dengan memberikan insentif ini kepada UMKM yang memenuhi syarat. 

Hal yang mendasari perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 

menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yaitu karena belum 

tercapainya target pemerintah seperti yang tertera dalam penerimaan pajak atas 

UMKM pada data DJP. Selain itu juga karena adanya Pandemi Covid-19 yang 

menjadikan turunnya penerimaan pajak atas WP Badan yang berbentuk UMKM 

atas pemanfaatan dalam menerapkan tarif PPh sesuai dengan ketentuan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 menerapkan tarif PPh yang 

sama bagi wajib pajak sebesar 0,5%. Namun, kedua Peraturan Pemerintah 

tersebut memiliki perbedaan yaitu dilihat dari dalam ketentuan perpajakan yang 

berlaku. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memiliki ketentuan 

perpajakan yang ditetapkan oleh pemerintah yaitu bagi wajib pajak yang 

melakukan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto dalam satu tahun 

kurang dari Rp4,8 miliar diperbolehkan untuk menghitung penghasilan neto 

memakai Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) (Bandiyono & Utami, 

2021). Menurut UU perpajakan, NPPN merupakan standar yang dapat digunakan 

oleh wajib pajak untuk menghitung penghasilan bersih selama satu tahun pajak 

berdasarkan Pasal 25/29 PPh terutang. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 

55 Tahun 2022 memiliki ketentuan yang berbeda dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2018 yaitu wajib pajak yang memiliki peredaran bruto sampai 
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dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenakan PPh, berdasarkan 

Pasal 60 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merujuk pada kegiatan 

ekonomi yang dilakukan oleh individu, keluarga, atau entitas usaha dengan skala 

yang lebih kecil. Klasifikasi bisnis UMKM biasanya ditentukan berdasarkan 

pendapatan tahunan, jumlah tenaga kerja, dan aset yang dimiliki. Pemerintah telah 

mengatur pengelolaan UMKM ini melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 

2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Sudrartono, Nugroho, dan 

Irwanto., 2022). 

UMKM X merupakan badan usaha yang bergerak di bidang trasportasi 

khususnya mobil. UMKM ini berfokus pada memberikan pelatihan mengemudi 

yang efektif dan bertanggung jawab dengan menggunakan pendekatan personal. 

Instruktur pengemudi dari UMKM ini merupakan seseorang yang berpengalaman 

dalam mengemudi kendaraan roda empat yang secara sabar akan membimbing 

peserta pelatihan dalam mengatasi tantangan-tantangan di jalan raya, memahami 

tata tertib lalu lintas, dan mengembangkan kepercayaan diri saat mengemudikan 

kendaraan. Dengan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap peserta, 

UMKM ini tidak hanya membantu calon pengemudi untuk meraih lisensi 

mengemudi, tetapi juga menjadikan keselamatan dan keterampilan mengemudi 

sebagai prioritas utama. Dukungan yang diberikan oleh UMKM dalam bidang 

pelatihan setir mobil tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada 

keselamatan jalan raya secara keseluruhan. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Pemenuhan Kepatuhan Pajak Penghasilan Wajib 

Pajak Badan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 

(Studi Kasus UMKM X)”, dengan membandingkan perhitungan penerapan PPh 

final atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 55 Tahun 2022 pada UMKM X untuk mengetahui pemenuhan kepatuhan 

UMKM X berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Menurut DJP, Kementerian Keuangan menyatakan, sampai dengan saat ini 

masih sedikit pelaku UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak. Setidaknya ada 

1,8 juta pelaku UMKM wajib pajak yang terdaftar hingga 2019 (Movanita, 2019). 

Masih banyak pelaku UMKM yang belum memiliki kepatuhan dalam 

melaksanakan kewajiban perpajakannya. Untuk meningkatkan kepatuhan 

perpajakan dari para pelaku UMKM maka pemerintah menerbitkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang menurunkan tarif Pajak Penghasilan 

(PPh) Final UMKM dari 1% menjadi 0.5%, yang berlaku mulai 1 Juli 2018. Pada 

tahun 2020, penerapan skema pajak penghasilan berdasarkan Pasal 25, yang 

didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, belum berhasil 

meningkatkan kepatuhan pajak bagi pengusaha. Secara tidak langsung 

memberikan kesempatan kepada setiap wajib pajak untuk dapat dengan mudah 

menghitung pajak terutangnya, tanpa harus menyusun laporan keuangan karena 

hanya dengan mengalikan antara omzet per bulan dengan tarif 0,5% (Setyawan & 

Sukarno, 2020). 

Menurut data DJP, target penerimaan pajak tahun 2018 hingga 2021 yang 

ditetapkan setiap tahun adalah Rp1.424,00 triliun, Rp1.557,56 triliun, Rp1.198,82 

triliun, dan Rp1.229,60 triliun secara berturut-turut. Namun kenyataannya, 

realisasi penerimaan pajak hanya berada antara 85,56% hingga 99,83%. Meskipun 

pada tahun 2020 terjadi penurunan target penerimaan pajak sebesar Rp1.198,82, 

namun pemerintah berhasil mencapai angka pencapaian yang cukup tinggi, yaitu 

89,25%. Berikut penjelasan terkait target dan realisasi penerimaan pajak tahun 

2018-2021. 

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2018-2021 

No Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Pencapaian 

A b c d e  

1 2018 1.424,00 1.315,51 92,38% 

2 2019 1.557,56 1.332,68 85,56% 

3 2020 1.198,82 1.069,98 89,25% 

4 2021 1.229,60 1.227,50 99,83% 
Sumber: DJP (data diolah 2022) 
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Kontribusi UMKM pada perekonomian sektor ini memberikan banyak 

lapangan kerja dan memiliki pengaruh besar pada Produk Domestik Bruto (PDB). 

Berdasarkan data Kominfo (31 Mar, 2022) terdapat 64,2 juta UMKM yang 

berkontribusi dalam perekonomian nasional atau sebesar 61% terhadap PDB 

Indonesia. Sektor tenaga kerja, UMKM menyerap sekitar 119,6 juta orang. Hal ini 

menunjukan UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam pemulihan ekonomi 

nasional. Meskipun demikian, kepatuhan pajak dari sektor ini masih kurang 

memadai (Prihastuti, Sukri, Jusmarni, 2023).  

Selain itu, pandemi Covid-19 di tahun 2020 ikut memberi dampak terhadap 

perekonomian Indonesia, khususnya pelaku UMKM. Rencana pemerintah dalam 

membantu UMKM untuk bangkit di masa Pandemi Covid-19 dari sektor 

perpajakan dengan dikeluarkannya Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 55 

Tahun 2022. Hal tersebut merupakan salah satu alasan pemerintah merilis 

peraturan baru, yang disebut Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022, pada 

20 Desember 2022, yang mengubah berbagai ketentuan dalam UU Pajak 

Penghasilan. Peraturan baru ini memberikan panduan lebih rinci tentang batas 

maksimum penerimaan bruto atau omzet tidak kena pajak untuk UMKM. 

Pengenalan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 membawa manfaat bagi 

UMKM. UMKM yang menghasilkan pendapatan bruto di bawah Rp500 juta 

berhak menerima insentif pajak yang membebaskan mereka dari pembayaran PPh 

Final yang biasanya akan dikenakan tarif 0,5%. Tujuan pemerintah adalah untuk 

mendukung pemulihan ekonomi nasional dengan menawarkan insentif ini kepada 

UMKM yang memenuhi syarat. Kedua Peraturan Pemerintah tersebut telah 

diterapkan oleh UMKM X, baik Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 

maupun Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. 

UMKM X merupakan usaha yang bergerak di bidang jasa sekolah setir mobil 

yang memiliki jumlah siswa yang fluktuatif setiap bulannya, sehingga pendapatan 

setiap bulannya tidak menentu dan sangat berpengaruh terhadap operasional 

perusahaan. Pada masa awal pandemi tahun 2020 masih dapat bertahan selama 2 

sampai 3 bulan pertama. Pada bulan selanjutnya UMKM X mulai menghadapi 

masalah keuangan karena tidak ada siswa yang mendaftar dan berdampak pada 
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pemasukan UMKM X. Selama masa pandemi UMKM X tetap berusaha menjaga 

agar operasional perusahaan tetap berjalan dengan melakukan penjualan aset 

berupa mobil bekas digunakan untuk latihan sekolah setir mobil hingga mencapai 

puncaknya pada tahun 2021 tersisa 3 unit mobil untuk operasional. UMKM X 

juga merasa terbebani dengan diharuskannya melakukan pelaporan serta 

pembayaran pajak penghasilan, sementara UMKM X sedang tidak produktif dan 

tidak memiliki pemasukan yang cukup untuk operasional serta melaksanakan 

kewajiban perpajakan. Sehingga, dalam pembayaran pajak oleh UMKM X terjadi 

penundaaan atau telat bayar yang disebabkan akibat krisis Covid-19 yang 

memengaruhi pemasukan UMKM X. 

Pada tahun 2019 UMKM X telah menerapkan sistem perpajakannya 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dengan ketentuan 

pendapatan bruto dalam setahun kurang dari Rp4,8 Miliar yaitu sekitar Rp2,4 

Miliar. Namun, pada tahun 2020 terjadinya pandemi Covid-19 mengakibatkan 

turunnya pendapatan pada UMKM X, sehingga hal ini berdampak pada 

pembayaran pajak yang dilakukan oleh UMKM X yaitu UMKM X merasa 

terbebani dengan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, dan UMKM X tidak 

melakukan pengajuan permohonan penundaan pembayaran perpajakan. Pada 

tahun 2022 pemerintah telah membaharui Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2018 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. UMKM X telah 

menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 dalam memenuhi 

kewajiban perpajakannya tahun 2023 atas pajak terutang tahun 2022. Peredaran 

bruto dalam setahun pajak yang ditetapkan oleh pemerintah atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 yaitu lebih dari Rp500 Juta, dan UMKM X 

memiliki peredaran bruto dalam setahun pajak mencapai Rp630 Juta. 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penulis ingin memberikan gambaran 

secara lebih mendalam mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2018 dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 serta mengetahui 

tingkat kepatuhan UMKM X berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 

2022. 
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

Berdasarkan pada masalah diatas, pertanyaan penilitian yang dapat 

dirumuskan adalah:  

1. Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap 

UMKM X? 

2. Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 terhadap 

UMKM X? 

3. Bagaimana pemenuhan kepatuhan UMKM X atas penerapan Peraturan 

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian yang telah 

dijelaskan, tujuan dilakukan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis penerapan kewajiban perpajakan bagi UMKM X atas 

penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. 

2. Menganalisis penerapan kewajiban perpajakan bagi UMKM X atas 

penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. 

3. Mengetahui pemenuhan kepatuhan UMKM X atas penerapan Peraturan 

Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.  

1.5 Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukan penelitian ini, diharapkan akan memberikan manfaat secara 

teoritis ataupun praktis. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu 

pengetahuan dan pemahaman bagi wajib pajak di bidang perpajakan terutama 

mengenai penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Wajib Pajak 

Menjadi rujukan bagi wajib pajak khususnya wajib pajak badan dalam 

bentuk UMKM atas penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 

2022.  
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b. Bagi Pemerintah 

Menjadi rujukan bagi pemerintah untuk mengetahui kepatuhan wajib 

pajak badan dalam bentuk UMKM atas penerapan Peraturan Pemerintah 

Nomor 55 Tahun 2022.  

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menyajikan sistematika pembahasan 

yang terdiri dari 5 bab, antara lain: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan beberapa hal pokok yang berhubungan dengan penulisan ini 

yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini membahas tentang landasan teori, penelitian terdahulu terkait kepatuhan 

pajak, pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan tentang populasi dan sampel penelitian, sumber data, definisi 

variabel dan pengukuran variabel, metode pengumpulan data, dan metode analisis 

data.  

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

Bab ini membahas tentang hasil analisis data yang telah diperoleh dengan 

menggunakan sampel penelitian serta pembahasan terkait pembuktian hipotesis 

penelitian.  

BAB V PENUTUP 

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan penelitian berdasarkan hasil 

pembahasan, keterbatasan dalam penelitian, serta saran-saran bagi peneliti 

selanjutnya terkait dengan kepatuhan pajak. 
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BAB V  

PENUTUP 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan fakta-fakta yang sudah dijelaskan dalam 

pembahasan pada Bab IV (empat). Didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. UMKM X telah melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Ketentuan atas penerapan 

peraturan tersebut yaitu WP Badan yang memiliki peredaran bruto dalam 

satu tahun pajak kurang dari Rp4,8 Miliar dan UMKM X meiliki peredaran 

bruto dalam setahun pajak 2018 sebesar Rp2.424.606.000. Ketentuan 

selanjutnya ialah WP Badan tersebut akan dikenakan tarif 0,5% atas 

penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Oleh karena itu, 

pajak terutang yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan 2019 oleh 

UMKM X yaitu sebesar Rp12.123.030.  

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengalami perubahan menjadi 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 karena target pemerintah atas 

penerimaan pajak UMKM di Indonesia masih belum tercapai. Perubahan 

tersebut terletak pada ketentuan peredaran bruto setahun pajak yang dimiliki 

wajib pajak badan yaitu semula kurang dari Rp4,8 Miliar menjadi lebih dari 

Rp500 Juta dan dikenakan tarif 0,5% atas peredaran bruto tersebut. UMKM 

X terbebani dengan adanya kewajiban perpajakan yang sesuai dengan 

peraturan sebelumnya. Sehingga, pada tahun 2022 UMKM X melakukan 

kewajiban perpajakannya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 

Tahun 2022. Perederan bruto dalam setahun pajak yang dimiliki oleh 

UMKM X telah memenuhi ketentuan atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 

Tahun 2022 yaitu sebesar Rp636.750.000. Oleh karena itu, pajak terutang 

yang harus dilaporkan dalam SPT Tahunan 2023 oleh UMKM X sebesar 

Rp3.184.000. 

3. Dari hasil analisis yang telah dilakukan berdasarkan kriteria Menteri 

Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 mengenai tingkat kepatuhan wajib 

pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya, UMKM X dapat 
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dikatakan tidak patuh. Hal tersebut disebabkan karena adanya beberapa 

faktor yaitu pertama, adanya pandemi Covid-19 yang menjadikan 

pendapatan UMKM X menurun cukup drastis. Kedua, UMKM X merasa 

terbebani dengan kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Ketiga, UMKM X 

tidak melakukan pengajuan permohonan penundaan pembayaran 

perpajakan, sehingga tidak memperoleh izin untuk mengangsur atau 

menunda pembayaran pajak. 

5.2  Saran 

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan, dapat diberikan beberapa saran bagi 

wajib pajak sebagai berikut :  

1. Diharapkan bagi wajib pajak agar dapat melakukan kewajiban 

perpajakannya mulai dari melaporkan hingga membayarkan sesuai dengan 

batas waktu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga wajib pajak 

tidak dikenakan denda atau sanksi telat bayar oleh pemerintah. 

2. Wajib pajak dapat melakukan kegiatan peningkatan wawasan pengetahuan 

SDM (Sumber Daya Manusia) pada UMKM X terkait pengetahuan 

perpajakan melalui seminar-seminar perpajakan atau kegiatan sosialisasi 

yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di tempat UMKM X 

terdaftar. 

3. UMKM X dapat menggunakan jasa konsultan perpajakan yang tersedia 

untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya jika tidak memiliki Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang mumpuni di bidang perpajakan. 
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Hasil Wawancara dengan Manajer UMKM X  

Informasi Narasumber: 

Nama  : Bapak JW 

Jabatan : Manajer UMKM X 

Tanggal : Jumat, 13 Oktober 2023 Pukul 19.00 

Pihak UMKM X (sebagai pihak yang membantu memberikan arahan dan sebagai 

pihak yang menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022). 

Berikut hasil wawancara yang telah dilakukan: 

1. Sejak kapan UMKM X melegalkan badan usahanya?  

Meskipun UMKM X sudah berdiri sejak tahun 1996, namun baru 

melegalkan atau membentuk badan hukum usaha dengan bentuk CV 

(Commanditaire Vennootschap) pada tahun 2010. 

 

2. Apa yang melatarbelakangi UMKM X untuk melegalkan kegiatan 

usahanya? 

Pada awalnya memang sudah ingin dibuatkan bentuk hukumnya, namun 

karena masih minimnya pendapatan dan kurangnya staff administrasi serta 

kondisi Perusahaan belum stabil maka ditunda terlebih dahulu. Pada tahun 

2010 kondisi Perusahaan mulai berkembang dan sudah memiliki staff yang 

mumpuni ditambah dengan semakin meningkatnya pendapatan Perusahaan 

maka UMKM X memutuskan untuk membuat bentuk badan usaha. Selain 

itu, dengan melakukan proses perizinan dan pemenuhan persyaratan hukum, 

UMKM X dapat menghindari risiko tindakan hukum yang dapat merugikan 

usaha mereka di kemudian hari. Melegalkan usaha juga berarti UMKM X 

akan memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. Ini dapat membantu kontribusi UMKM X terhadap 

pembangunan ekonomi dan infrastruktur di NKRI. 
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3. Apakah UMKM X sudah melaksanakan kewajiban perpajakan pada 

tahun 2022? 

Sudah terlaksana pada bulan April lalu, dibayar dan disetorkan tepat waktu. 

 

4. Apa kendala UMKM X dalam memenuhi kewajiban perpajakan setiap 

tahunnya? 

Pendapatan UMKM X seringkali bervariasi dari waktu ke waktu. Ini dapat 

memengaruhi kemampuan untuk merencanakan dan membayar pajak 

dengan konsisten setiap tahun, terutama jika pendapatan tiba-tiba turun. 

Seperti yang terjadi pada tahun 2020 dan tahun 2021 yang tiba-tiba saja 

terjadi pandemi Covid-19, pendapatan Perusahaan menurun sangat rendah 

sehingga tidak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dan tepat 

waktu. Penyebaran Informasi perpajakan yang kurang merata, dan UMKM 

X tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang aturan dan regulasi serta 

kebijakan keringanan pajak yang berlaku. Hal ini menyebabkan UMKM X 

tidak dapat memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah berupa 

keringanan maupun penundaan pembayaran pajak atau terlambatnya 

pelaporan yang akhirnya mengakibatkan denda atau sanksi. 

 

5. Bagaimana UMKM X mengatasi kendala-kendala tersebut agar tetap 

dapat memenuhi kewajiban pajak badan secara efektif? 

UMKM X dapat mengatasi kendala-kendala dalam memenuhi kewajiban 

pajak badan dengan Mengikuti pelatihan atau seminar pajak, membaca 

panduan pajak, atau bekerja sama dengan konsultan pajak dapat membantu 

UMKM X memahami aturan dan menghindari kesalahan perpajakan. Selain 

itu, UMKM X diperbolehkan memanfaatkan fasilitas pajak yang disediakan 

oleh pemerintah, seperti pengurangan atau keringanan pajak untuk UMKM, 

dapat membantu mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan. 

 

6. Bagaimana penerapan peraturan terbaru, seperti PP 55 Tahun 2022, 

telah mempengaruhi UMKM X dalam hal pemenuhan kewajiban pajak 

badan? 

Dampak utamanya adalah UMKM X dapat merasa lebih lega secara 

finansial karena beban pajak yang lebih rendah, yang pada gilirannya dapat 

membantu mereka memiliki lebih banyak sumber daya untuk 

pengembangan usaha. 

 

7. Apa saran dan langkah konkret yang dapat diberikan kepada UMKM 

lain yang juga mengalami kendala serupa dalam hal kewajiban pajak 

badan? 

Konsultasikan dengan konsultan pajak atau akuntan yang ahli dalam 
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perpajakan. Mereka dapat memberikan panduan, membantu dengan 

penyusunan laporan pajak, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan 

pajak. Selain itu, Ketahui fasilitas pajak yang diberikan oleh pemerintah dan 

manfaatkan sesuai dengan kebutuhan UMKM Anda. Ini bisa berupa 

pengurangan pajak, keringanan, atau insentif lainnya. 
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Lampiran 2 SPT Tahunan UMKM X atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2018  
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Lampiran 3 SPT Tahunan UMKM X atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 

Tahun 2022 
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